


BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMCR 23% TAHUN 2024
TENTANG

PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN FUNGSIONAL GURU
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

Menimbang

Mengingat

a.

BUPATI BANYUMAS,

bahwa untuk mengisi jabatan yang lowong, Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini
telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat
dalam Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah melalui
perpindahan dari Jabatan Fungsional Guru pada Dinas
Pendidikan Kabupaten Banyumas;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Pengangkatan Melalui Perpindahan dari Jabatan Fungsional
Guru ke Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah pada
Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomorl41l, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Neger1 Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477);




Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

TEMBUSAN:

5. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan
Tenaga Kependidikan;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Pengawas
Sekolah dan Angka Kreditnya sebagaimana telah dirubah dengan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016 Perubahan Atas
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan
Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1271);

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan
Fungsional, |

8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor
3 Tahun 2023 Tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan
Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 494);

MEMUTUSKAN :

Terhitung mulai tanggal pelantikan, mengangkat Pegawai Negeri Sipil
Jabatan Fungsional Guru ke Dalam Jabatan Fungsional Pengawas
Sekolah dengan daftar Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Bupati 1ni.

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
kepadanya diberikan tunjangan jabatan fungsional pengawas sekolah
yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Banyumas.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Petikan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Pegawai Negeri
Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

No Jabatan Paraf pada tanggal 2 g MAY 2024
1 Pj. Sekda [y
2 Asminum M
3 | Kabag Hukum H
4 | Ka BKSDM 7l
5 | Kabid PKPP g
i

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Kantor Regional I BKN di Yogyakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Banyumas;

4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas;
5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan; dan
6

Arsip
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